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BAB III 

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA 

DALAM UNDANG-UNDANG 

 

A. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak 

memihak, dan bebas.Menurut Nuraida Mokhsen netralitas 

ASN mengandung makna impartiality yaitu bebas 

kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, 

objektif, dan tidak memihak. Sementara itu Marbun dalam 

Sri Hartini menyampaikan bahwa netralitas adalah 

bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan 

partai politik tertentu atau tidak memihak untuk 

kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan 

dalam proses politik. 

Di Indonesia definisi dan kerangka konseptual 

tentang netralitas ASN masih sangat dominan dikaitkan 

dengan aspek politik. Padahal jika mengacu kepada 

konsep dasar netralitas yaitu imparsialitas, maka 

cakupannya akan lebih luas. Menurut Sofian Effendi 

menyampaikan bahwa “Netralitas mengacu pada 

imparsial yang artinya adil, objektif, tidak bias dan tidak 

berpihak pada siapapun, tidak hanya dalam politik, tapi 

juga dalam pelayanan publik (tidak diskriminatif), 
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pembuatan kebijakan (tidak berpihak pada kelompok 

tertentu), dan manajemen ASN (menerapkan merit 

sistem)”.
1
 

Dalam referensi lain terkait dengan netralitas yang 

bermakna imparsialitas, Robert Dahl dalam Rothstein dan 

Teorell merumuskan imparsialitas sebagai kesetaraan 

politik, yaitu perlakukan yang tidak memihak dalam 

melaksanakan wewenang publik berdasarkan undang-

undang dan kebijakan tanpa mempertimbangkan 

hubungan khusus, referensi pribadi, dan hal-hal lain di 

luar hukum. Imparsialitas menjadi nilai dasar yang harus 

menjadi pedoman bagi seorang Aparatur Sipil 

Negara.Terdapat empat tipe lingkungan di dalam lingkup 

sosial imparsialitas menurut Rothstein dan Teorell yaitu 

negara, pasar, kerabat, serta kelompok kepentingan. Pihak 

yang melaksanakan kepentingan publik seharusnya 

mengetahui norma apa yang sesuai dan tidak sesuai dalam 

lingkungan negara dan bagaimana norma ini berlaku 

dalam lingkungan yang lain. Bagi seorang Aparatur Sipil 

Negara tidak diperbolehkan untuk mencampurkan norma 

sebagai pegawai pemerintah dengan hal yang berkaitan 

norma dari lingkungan lain.  

Sebagai contoh menerima bribery (suap), 

menangani kasus yang terkait dengan kerabat, dan 

                                                             
1
 Nuraida Mokhsan, dkk, Pengawasan netralitas Aparatur Sipil 

Negara, (Jakarta: Komisi Aparatur Sipil Negara) h.5 
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memiliki kecenderungan etnis, ekonomi dsb ketika 

mengimplementasikan peraturan perundang-

undangan.Berbagai keputusan yang diambil oleh pegawai 

ASN harus dilatarbelakangi oleh kepentingan publik dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Kepentingan lain yang terkait dengan uang dalam 

lingkungan pasar, loyalitas dalam lingkungan kerabat, 

serta ketaatan dalam lingkungan kelompok kepentingan 

harus dikesampingkan. Sehingga seorang ASN harus 

memahami dan bertindak dengan jelas sesuai dengan 

batas-batasan dalam setiap aspek. Secara lebih rinci, 

Netralitas memiliki aspek aspek sebagai berikut:
2
 

a) Netralitas dalam politik 

Marbun dalam Sri Hartini menyampaikan bahwa 

netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau 

tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu 

atau tidak berperan dalam proses politik. Menurut 

Cheung, ketika birokrat terlibat dalam proses pembuatan 

kebijakan, sedapat mungkin birokrat independen (bebas) 

dari kepentingan politik. Selanjutnya untuk proses 

tanggung jawab atas resiko kebijakan publik ditanggung 

oleh politisi pembuat kebijakan. Jika dikaitkan dengan 

penyelenggaraan Pilkada, netralitas dapat didefinisikan 

                                                             
2
 Nuraida Mokhsan, dkk, Pengawasan Netralitas….,  h. 6 
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sebagai perilaku tidak memihak, atau tidak terlibat yang 

ditunjukan birokrasi pemerintahan dalam masa kampanye 

kandidat kepala daerah di ajang Pilkada baik secara diam-

diam maupun terang-terangan. Terdapat dua indikator 

utama dari netralitas politik, yaitu:  

1. Tidak terlibat, tidak menjadi tim sukses calon kandidat 

pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye 

baik dengan menggunakan atribut partai atau PNS. 

2. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak 

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa 

kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, 

seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam 

lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan 

masyarakat, serta tidak membantu dalam 

menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan 

jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon 

pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada 

masa kampanye.
3
 

 

 

                                                             
3
 Nuraida Mokhsan, dkk, Pengawasan Netralitas Aparatur …, h. 7 
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b) Netralitas dalam pelayanan publik 

Berkaitan dengan definisi lain dari netralitas 

disampaikan juga oleh Rina Martini, disebutkan bahwa 

Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak 

dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi 

penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

secara efektif dan efisien.Dalam perkembangan konsep 

netralitas birokrasi telah lama menjadi perdebatan oleh 

para pakar.Garis tegas telah memisahkan dua kelompok 

yakni menyangkut netralitas birokrasi dalam politik dan 

birokrasi memihak pada kekuatan dominan. 

Pandangan birokrasi harus netral dari pengaruh 

politik dipelopori antara lain oleh W. Wilson dan Hegel 

dalam Martini, sedangkan sebaliknya dipelopori antara 

lain oleh Karl Marx, James Svara dan Goerge Edward 

II.Pandangan kelompok Wilson didasarkan birokrasi 

hanya sebagai pelaksana kebijakan yang tidak boleh 

mengambil kebijakan politik.Sedangkan kelompok 

lainnya mempertanyakan apakah birokrasi harus netral 

bila selalu dalam kehidupan politik sehingga birokrasi 

harus memihak pada pihak dominan. 

Disisi lain, Francis Rourke dalam Martini 

berpendapat bahwa birokrasi dapat berperan membuat 

kebijakan politik dan melaksanakannya. Namun birokrasi 
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tidak bisa lepas dari konflik kepentingan 

politik.Memihaknya birokasi pemerintah kepada kekuatan 

politik atau pada golongan yang dominan membuat 

birokrasi tidak steril. Miftah Thoha menyampakan banyak 

virus yang terus menggerogoti: pelayanan yang memihak, 

jauh dari objektiviras, terlalu birokrasi (bertela-tele) dan 

sebagainya, akibatnya mereka merasa lebih kuat sendiri, 

kebal dari pengawasan dan kritik. 

Selain itu, Hazell et al menjelaskan netralitas 

dalam pelayanan publi adalah sebuah kesepakatan 

berdasarkan konstitusional yang oleh pemerintah selama 

ini sudah diperjuangkann.Pelayanan publik yang baik dari 

instansi pemerintah adalah ketika mampu memberikan 

pelayanankepada seluruh masyarakat dengan tanpa 

melihat pebedaan.Dalam memberikan pelayanan publik 

ASN seharusnya memperhatikan aspek imparsialitas dan 

anonimitas, sebab legitimasi suatu organisasi pemerintah 

(institusi pemerintah) tergantung dari bagaimana instansi 

tersebut bisa berlaku netral dalam memberikan pelayanan 

publik.
4
 

 

c) Netralitas dalam Pengambilan Kebijakan dan 

Menejemen ASN 

Rothstein, B. and Teorell, J. Menjelaskan bahwa 

dalam praktik penyelenggaraan manajemen negara, proses 

                                                             
4
 Nuraida Mokhsan, dkk, Pengawasan Netralitas Aparatur …, h. 8 
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rekrutmen Aparatur Sipil Negara yang harus dilaksanakan 

berdasarkan merit dan kualifikasi yang telah ditetapkan 

sebelum rekrutmen dilaksanakan. Selain itu, Prof. Dr. Eko 

Prasojo menyampaikan bahwa netralitas adalah sebagai 

salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan 

manajemen ASN. Esensi Netralitas adalah:
5
 

1. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada 

pelayanan publik 

2. Menjalankan tugas secara professional dan tidak 

berpihak 

3. Tidak melakukan pelanggaran konflik kepentingan 

dalam tugasnya 

4. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan 

jabatannya 

Untuk meminimalisir berbagai penyimpangan 

terhadap profesi pegawai negeri sipil, maka telah diadopsi 

instrument code of conduct (kode etik profesi).Etika 

profesi sendiri telah menjadi bahan perbincangan klasik, 

setua kemunculan profesu-profesi yang ada.Tentu saja 

perbincangan tentang etika profesi itu pada awalnya 

berskala makro, yakni tentang dasar-dasar moral yang 

baik bagi semua orang yang menekuni pekerjaan di segala 

bidang. Mengingat karakteristik pekerjaan tidak selalu 

sama, selanjutnya pekerjaan itu tidak selalu sama, 
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selanjutnya pekerjaan itu diartikan secara lebih spesifik, 

lalau lahirlah sebuah profesi, yakni jenis-jenis pekerjaan 

yang anatara lain menuntut pendidikan dan keterampilan 

tertentu.
6
 

1) Kode etik 

Kode etik merupakan bentuk aturan tertulis yang 

dibuat dengan kesepakatan bersama berdasarkan perinsip-

perinsip moral yang ada dan berfungsi sebagai alat untuk 

menangani berbagai macam tindakana yang dinilai 

menyimpang.Kode etik biasanya dibuat oleh suatu 

organisasi atau kelompok sebagai suatu tindakan dan 

pandangan secara umum sesuai dengan budaya organisasi 

jika terjadi hal-hal di luar bidang pekerjaan. 

Prinsip-prinsip yang dimuat dlam kode etik 

cenderung luas dan tidak spesifik karena disusun untuk 

menyediakan pijakan bagi seseorang dalam membuat 

pertimbangan secara mandiri dan menentukan tindakan 

apa yang tepat dalam menghadapi sebuah situasi. Sebagai 

contoh, kode etik ASN mengatur bahwa seluruh pegawai 

ASN harus bersikap adil. Dalam membuat keputusan 

ketika dihadapkan dengan suatu masalah, pegawai harus 

menganalisis apakah keputusan yang akan diambil tidak 

bertentangan dengan prinsip keadilan. 

                                                             
6
 Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: 

Setara Press, 2016) h. 315 
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Kritik utama terhadap kode etik adalah bahwa 

kode etik terlalu abstrak sehingga sulit untuk 

ditegakkan.Meskipun terdapat beberapa pembenaran 

untuk kritik ini, namun biasanya masalah terletak pada 

pelambangan dan kemampuan untuk menegakkan 

perilaku pegawai.
7
 

2) Kode Perilaku 

Kode Perilaku adalah aturan yang mengatur 

perilaku mana yang dapat diterima atau tidak diterima, 

yang diwajibkan maupun dilarang.Kewajiban dan 

larangan tersebut dimaksudkan untuk mendorong 

terbentuknya perilaku tertentu.Aturan yang dimuat dlam 

kode prilaku sudah sangat spesifik dan pelaksanaannya 

tidak memerlukan banyak penafsiran. Misalnya, dalam 

kaitannya dengan konflik kepentingan, di dalam kode etik 

sudah dijelaskan kegiatan apa saja yang tidak 

diperbolehkan. Kode prilaku membantu instansi dalam 

membangun lingkungan kerja yang sehat dan bereputasi. 

Kode Prilaku dirancang untuk mengantisipasi dan 

mencegah terjadinya prilaku tertentu; misalnya konflik 

kepentingan, penyuapan, pelecehan dan tindakan tidak 

pantas lainnya.Rasionalitas adanya kode perilaku adalah 

                                                             
7
 Nuraida Mokhsen, dkk, Pengawasan Penegakan Kode Etik dan 

Kode Periaku Aparatur Sipil Negara, (Komisi Aparatur Sipil Negara, 2019)…, 

h. 6  
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bahwa diperlukan suatu hal untuk melindungi 

profesionalitas pegawai dan melindungi reputasi 

pemerintah.Dengan demikian, kode perilaku membatasi 

perilaku pegawai dalam bertindak dan berperilaku.
8
 

Kode etik dan kode perilaku merupakan dua 

aturan yang berbeda yang secara bersama-sama digunakan 

untuk mendorong pegawai memiliki bentuk perilaku 

tertentu. Kode etik berisi prinsip-prinsip moral yang perlu 

dipertimbangkan ketika pegawai akan membuat 

keputusan. Sementara itu kode perilaku menyediakan 

acuan tentang bagaimana karyawan berperilaku di tempat 

kerja maupun masyarakat, apa yang harus dilakukan, yang 

boleh dilakukan dan yng tidak boleh dilakukan. Kode etik 

dank kode perilaku berperan penting dalam mewujudkan 

tujuan organisasi.Kode etik dan kode perilaku kadang-

kadang diatur secara terpisah.Namun banyak pula 

organisasi yang menggabungkan keduanya dalam satu 

bentuk pengaturan tentang Etika umum. 

Kode etik dan kode perilaku adalah instrument 

yang diadopsi oleh organisasi untuk mengatur fungsi inti 

internal dan eksternal terhadap pelangaran pelayanan 

publik.Kode etik dan kode perilaku pada dasarnya adalah 

prinsip-prinsip panduan yang dirancang untuk 

                                                             
8
 A.Ubaidillah, Pendidikan Kewarganegaraan… h. 7 
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mempertahankan nilai-nilai yang mendasari kepercayaan, 

kebenaran dan integritas dalam melaksankan pelayanan 

publik.Perubahan realistis dalam mencapai integritas dan 

professional pegawai negeri sipil dapat dicatat dengan 

menerapkan kode etik dan kode perilaku. 

Kode etik dan kode perilaku merupakan kombinasi 

dan kerangka hukum yang memberikan kewajiban hukum 

dan sanksi yang sesuai, juga merupakan kerangka kerja 

etis yang menggambarkan nilai-nilai inti yang harus 

dicita-citakan oleh organisasi.Selain itu, kode etik dan 

kode perilaku menyoroti nilai-niali wajib yang diharapkan 

dari pegawai negeri dan menjelaskan kewajiban hukum 

pegawai negeri tersebut.
9
 

B. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Undang-

Undang 

Netralitas dari sudut pandang ASN khususnya 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 

bahwa penyelenggara kebijakan dan menejemen ASN 

berdasarkan pada netralitas. Menurut penjelasan Pasal 2 

huruf f, yang dimaksud dengan “asas netralitas” adalah 

bahwa setiap Pegawai ASN tidak behak dari segala 

                                                             
9
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bentuk pengaruh manapun dan tidak memiliki kepada 

kepentingan siapapun. 

Menurut konteks keilmuan, pencarian makna 

netralitas sendiri selalu berhubungan dengan obyektifitas 

cara pandang. Selama cara pandang tersebut tidak 

terpengaruh oleh unsure-unsur lain di luar dirinya untuk 

membangun teori teorinya, hal ini bisa disebut juga 

independent. Berdasarkan konteks ini netral pada 

hakikatnya tidak memihak. 

Prinsip netralitas yang dimaksud penulis dalam 

penelitian ini yaitu terkait dengan konteks penerapan 

dalam pelaksanaan pemilihan umum, berkenaan dengan 

banyaknya pengaruh kepentingan yang dapat dilakukan 

oleh calon terhadap pihak-pihak yang dapat menunjang 

keberhasilan mereka dalam pemilihan umum. 

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)    

a) Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu atas 

penyelengaraan kebijakan dan menejemen ASN 

adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa 

setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk 

pengaruh manapu dan tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun. 
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b) Pasal 87 ayat 4 huruf c, menyatakan PNS 

diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi 

anggota dan/atau pengurus partai politik. 

c) Pasal 119 dan Pasal 123 ayat 3, berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PPU-XIII/2014 

Tentang 6 Juli 2015, “PNS yang mencalonkan dir atau 

dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, 

Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib 

menyatakan mengundurkan diri secara tertulis sebagai 

PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserrta pemilihan 

Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, 

Walikota/Wakil Walikota” PNS yang tidak 

melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi hukuman 

disiplin.
10

 

Pada penjeasan pasal diatas bahwasannya ASN 

harus bersikap netral artinya tidak boleh memihak 

siapapun. Dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN 

untuk melaksanakan kebijakan pubik, program-program 

pemerintah dan instansi, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa 

atau NKRI, ASN wajib menghindari konflik kepentingan 

pribadi, kelompok ataupun golongan dan dilarang 

melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan 

                                                             
10

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 

Sipil Negara 
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salah satu calon/ peserta Pemilu atau perbuatan yang 

mengindikasikan teribat dalam poitik praktis/berafiliasi 

dengan partai politik.
11

 

Netralitas ASN merupakan hal yang perlu terus 

dijaga dan diawasi, agar event Pemilu/Pemilihan dapat 

berjalan secara jujur dan adil anatara calon yang memiliki 

kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa 

dilingkungan birokrasi pemerintah. Berkaitan dengan 

pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu/Pemilihan, 

peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat 

beragam  tidak hanya produk hukum yang berkaitan 

dengan Pemilu/pemilihan, tetapi produk hukum yang 

secara kusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan 

lembaga kementrian. Bawaslu sebagi salah satu lembaga 

penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki fungsi 

pencegahan dan penegakan hukum berwenang 

menindalanjuti temuannnya atas pelanggaran ASN yang 

delik pelanggaran diatur dalam peraturan perundang-

undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum 

lainnya).
12
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http://www.kasn.go.id/detail/item/369-asn-netral-pada-pemilu-

2019-harus-dan-tidak-bisa-di-tawar-tawar-lagi/diakses  pada tgl 12.08.2020 

pukul 00:36 
12

 https://jombang.bawaslu.go.id/2020/01/netralitas-asn-pilkada-dan-

kewenanan-bawaslu.html diakses pada tgl 19.08.2020 pukul 00:43 
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Adapun Aparatur Sipil Negara yang mencalonkan 

diri menjadi anggota/ atau pengurus partai politik tanpa 

mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. 

Pegawai Negeri Sipil yang mengundurkan diri 

yang ditangguhkan pemberhentiannnya, tetapi tetap 

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 

diberhentikan tidak dengan hormat.Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas berlaku 

terhitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi 

anggota dan/atau pengurus partai politik.
13

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Peubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang. 

a) Pasal  70 ayat 1 huruf b. Pasangan calon dilarang 

melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota 

Tentara Nasional Indonesia. 
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 https://bkd.tanjungbalaikota.go.id/pemberhentian-pns-2/ diakses 

pada tgl12-08-2020 pukul 00:52 
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b) Pasal 70 ayat 1 huruf c. pasangan calon dilarang 

melibatkan kepala desa  atau sebutan lain/perangkat 

kelurahan 

c) Pasal 71 ayat 1. Pejabat Negara, Pejabat Daerah, 

Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, 

dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah dilarang 

membuat keutusan dan/atau tindakan yang  

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan 

calon. 

d) Pasal 71 ayat 2. Gubernur atau Wakil Gubernur, 

Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan 

penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal 

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa 

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari 

menteri. 

e) Pasal 71 ayat 3. Gubernur atau Walik Gubernur, 

Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil 

Walikota dilarang menggunakan kewenagan program 

dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan 

dalah satu pasangan calon baik di daerah sendiri 

maupun daerah orang lain dalam waktu 6 (enam) 

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon 

sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. 

f) Pasal 71 ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku 
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juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat 

Bupati/Wakil Buati 

Dalam hal ini pasangan calon dilarang melibatkan 

ASN dan bejabat publik yang sudah dijelaskan dalam 

pasal diatas.Berdasarkan data pelanggaran ASN pada 

Pilkada lalu, banyak ASN yang dilaporkan Bawaslu 

terkait keterlibatan mendukung peserta pemilu dan 

kampanye.Oleh karena itu, Bawaslu mengingatkan ASN 

menahan diri untuk tidak terlibat daam kampanye.Hal ini 

bertujuan untuk mewujudkan pemilu damai tanpa danya 

pelanggaran dan kecurangan.Maka sanksi pidana dan 

denda jutaan rupiah mengintai mereka. 

Larangan keterlibatan ASN dalam pelaksanaan 

atau tim kampanye tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 

Pasal 280 Ayat 2 poin (f). Selain Aparatur Sipil Negara, 

masih ada 13 pihak yang dilarang terlibat dalam 

kampanye. Mereka yang memegang pucuk pimpinan 

lembaga dan instansi juga sangat dilarang untuk terlibat. 

Seperti Ketua, Wakil dan Ketua Muda Mahkamah Agung 

maupun Mahkamah Konstitusi. Kemudian Gubernur dan 

para deputi Bank Indonesia, termasuk juga komisaris, 

direksi hingga karyawan Badan Usaha Milik 

Negara/Daerah. 
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Tidak berenti disitu, mereka yang menjabat 

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan 

Permusyawaratan Desa juga dilarang terlibat dalam 

kegiatan kampanye baik sebagai pelaksana maupun tim 

kampanye para peserta pemilu. TNI dan polri juga 

termasuk pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.
14

 

PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentangan Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai negri Sipil 

a) Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika 

terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik 

kepentingan pribadi, kelomok ataupun golongan.
15

 

Maka PNS dilarang perbuatan yang mengarang 

pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan 

yang mengindikasikan terlibatan dalam polotik 

praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal: 

1) PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap 

partai politik terkait rencana pengusulan dirinya 

atau orang lain sebagai bakal calon Kepala 

Daerah . 

2) PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang 

mempromosikan dirinya ataupn orang lain 

sebagai calon Kepala Daerah/ Wakil Daerah. 

                                                             
14

 https://m.liputan6. com/ news/read/3712443 /larangan- larangan-

peserta- kampanye- yang- penting-diketahui-laporkan diakses pada tgl 

12.08.2020 pukul 23:32  
15

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentangan Pembinaan 

Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai negri Sipil 
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3) PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai 

bakal calon Kepala Daerah/Wakil daerah . 

4) PNS dilarang menghindari deklarasi bakal 

calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/wakil 

kepala daerah dengan atau tanpa menggunkan 

atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik. 

5) PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti 

like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebar 

luaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan 

calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal 

pasangan calon Kepala Daerah, maupun 

keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal 

pasanagan calon Kepala Daerah melalui media 

online maupun media sosial. 

6) PNS dilarang foto bersama dengan bakal calon 

Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dengan 

mengikuti simbol tangan/gerakan yang di 

gunakan sebagai bentuk keberpihakan. 

7) PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber 

pada kegiatan pertemuan partai politik. 

8) Berdasarkan pasal ayat (1) menyatakan bahwa 

terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 

dikenakan sanksi moral. 

9) Berdasarkan pasal, menyatakan bahwa atas dalam 

rekomendasi Majlis Kode Etik (MKE) PNS yang 
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melakuan pelanggaran kode etik selain dikenakan 

sanksi moral, dapat dikenakan tindakan 

administratif sesuai dengan  peraturan perundang-

undangan. 

10) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud 

pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman 

disiplin ringan maupun disiplin berat sesuai 

dengan pertimbangan Tim Pemeriksa. 

11) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud  pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai 

dengan tatacara yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  tentang 

Disiplin PNS. 

12) Dalam hal PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik sebagai mana dimaksud 

pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris 

Daerah, pembentukan Majlis Kode Etik  dan Tim 

Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan. 

13) Dalam hal PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud 
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pada angka 6 adalah Sekertaris Daerah 

Kabupaten/Kota, pembentukan Majlis Kode Etik 

dan Tim pemeriksaan dilakukan oleh Gubernur 

sebagai Wakil pemerintah pusat. 

14) Dalam hal PNS yang diduga melakukan 

pelanggaran kode etik sebgaimana dimaksud pada 

angka 1 adalah Sekretaris Daerah 

Provinsi,pembentukan Majlis Kode Etik dan Tim 

pemeriksaan dilakukan oleh Mentri Dalam 

Negara.
16

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negri Sipil 

a) pasal 4 

1. Angka 12, memberikan dukungan kepala calon 

Presiden/wakil Presiden,Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daearah, atau 

Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan cara:  

a. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye 

b. Menjadi peserta kampanye dengan 

menggunakan atribut partai atau atribut 

PNS  

c. Sebagai peserta kampanye dengan 

mengerahkan PNS lain dan atau 

                                                             
16

Nuraida Mokhsan, dkk, Pengawasan Netralitas…, h.12-13 
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d. Sebagai peserta kampanye dengan 

menggunakan fasilitas Negara 

2. Angka 13, memberikan dukungan kepala calon 

Presiden/Wakil Presiden dengan cara: 

a. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 

barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjannya, anggota keluarga, dan masyarakat. 

3. Angka 14, memberikan dukungan kepada 

calon anggota Dewan perwakilan Daerah atau 

calon Kepala Daerah/wakil Kepala daerah 

dengan cara memberikan surat dukungan 

disertai foto copy kartu tanda penduduk sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

4. Angka 15, memberikan dukungan kepala calon 

Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,dengan 

cara; 

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 

mendukung calon Kepala/Wakil Kepalaa 

Daerah; 

b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatan dalam kegiatan kampanye. 
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c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye; 

dan/atau 

d. Mengadakan kegiatan yang mengaruh kepada 

keberpihakan terhadap pasangan calon yang 

menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan 

sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, 

ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian 

barang kepada PNS dalam lingkungan unit 

kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.   

b)  Pasal 12 

a. Angka 8, memberikan dukungan kepada calon 

anggota Dewan Perwakilan daerah atau calon 

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan 

cara memberikan surat dukungan disertai 

fotocopy kartu tanda penduduk sesuai peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 4 angka 14; dan 

b. Angka 9, memberikan dukungan kepada calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan 

cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 

mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala 

Daerah serta mengadakan kegiatan yang 

mengarah kepada keberpihakan terhadap 
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pasangan calon yang menjadi peserta pemilu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye 

meliputin pertemuan , ajakan, himbauan, 

seruan, utau pemberian barang kepada PNS 

dalam lingkungan unit kerjanya, anggota 

keluarga, dan masyarakat sebagai mana 

dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf a dan 

huruf d 
 

c) Pasal 13 

a. Angka 13, memberikan dukungan kepada calon 

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan 

cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau 

membuat keputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu 

pasangan calon selama masa kampanye 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 15 

huruf b dan huruf c.
17

 

Sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan dan 

pembangunan, maka Aparatur Sipil Negara (ASN)  wajib 

berlaku netral. Menurut Miftah Thoha  netralitas ASN 

diartikan sebagai tidak terpengaruhnya Pegawai Negeri 

                                                             
17

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 

Tentang Disiplin pegawai Negri Sipil 
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Sipil (PNS) terhadap intervensi partai politik sehingga 

PNS dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan 

tenaga pada tugas yang dibebankan, hal ini dilakukan 

dengan melarang PNS menjadi anggota atau pengurus 

partai politik.  

Sementara menurut Amin netralitas ASN adalah 

berlaku yang tidak memihak, atau tidak terlibat yang 

ditunjukan birokrasi pemerintahan dan masa kampanye 

kandidat kepada daerah ajang pemilu baik secara diam-

diam maupun terang-teraga. Adapun indicator yang 

digunakan untuk mengatur netralitas adalah: 

a) Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses 

calon kandidat masa kampanye  atau menjadi peserta 

kampanye baik dengan menggunakan atribut partai 

atau atribut PNS. 

b) Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam 

membuat kepputusan dan/atau tindakan yang 

menguntungkan salh satu pasangan calon, tidak 

mengadakan kegiatan yang mengaruh kepada 

keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon pada 

masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, 

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS 
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dalam lingkup unit kerja, anggota keluarga, dan 

masyarakat, serta membantu dan menggunakan 

fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam 

rangka pemenangan salah satu calon pasangan.
18
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 Bagus Sarnawa, Pergeseran Aturan Netralitas Aparatur Sipil 

Negara dalam Pemilihan Umum, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta) h. 182 


